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BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan responden 

Implementasi Diskresi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian ikan di 

Wilayah Perairan Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut : faktor ekonomi; 

faktor pengetahuan; dan faktor pendidikan 

2. Pelaksanaan Diskresi Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana yang 

dilakukan oleh Dipolair Polda Jateng telah sesuai dengan amanat Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Undang-Undang Nomor 45 

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan. 

3. Faktor yang menjadi penghambat bagi penyidik Ditpolair Polda Jateng 

dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak 

pidana di wulayah hukum Dipolair Polda Jateng, antara lain : masih 

lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia; kendala finansial; oknum 

aparat; pengetahuan penyidik; dan partisipasi para pihak; 
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B. Saran 

Sedangkan saran atau masukan dari penulis terhadap Implementasi 

Diskresi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Perlunya peningkatan sumber daya manusia, terutama dalam hal 

penyidikkan tindak pidana pencurian ikan, melalui pelatihan-pelatihan 

dibidang penyidikan dan pelayaran di dalam maupun luar negeri. 

2. Disarankan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk 

lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari 

tindak pidana pencurian ikan. 

3. Disarankan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian 

ikan bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat nelayan 

secara umumnya. 

4. Dalam pembuatan peraturan oleh legislative dan pihak regulator lainnya 

hendaknya mempertimbangkan kinerja pelaksana peraturan di lapangan 

sehingga peraturan tersebut tidak hanya bagus dalam tataran konsep 

namun dapat menjadi hukum yang hidup dan berlaku dimasyarakat. 

5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh 

penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran. 


